BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang atau biasa disebut human trafficking" merupakan
bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan
internasional. Wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan
orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan
dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjualbelikan dan
diperkerjakan diluar kemauannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa, atau
bentuk perdagangan lainnya. Maraknya isu perdagangan orang ini diawali
dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan
bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna
mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang

dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang.

Perdagangan orang juga tak bisa dilepaskan dengan masalah hak asasi
manusia, karena jelas sekali masalah perdagangan orang ini melanggar hak
asasi manusia. Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia

karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan,

' Human trafficking adalah istilah asing untuk perdagangan orang yang berarti tindakan

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk
tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Lihat, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang, (Surabaya: Kesindo Utama, 2013), 185.

? Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 4.
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penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta
bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa,
perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut diatas
terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan

yang melanggar hak asasi manusia. *

Perdagangan orang termasuk extraordinary crimes (kejahatan luar
biasa) karena dapat dikategorikan sebagai organized transnational crimes
(kejahatan transnasional terorganisasi) yang memerlukan extraordinary
measures (cara-cara luar biasa) juga untuk menanggulanginya, dan seringkali
cara-cara luar biasa ini menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum, baik
hukum pidana materiil (KUHP) maupun hukum acara pidana (KUHAP).!
Diperlukan instrumen hukum secara khusus untuk melindungi korban

perdagangan orang.

Dewasa ini semakin marak eksploitasi manusia untuk dijual atau biasa
disebut dengan human trafficking, terutama pada wanita untuk perzinaan atau
dipekerjakan tanpa upah dan lainnya, ada juga pada bayi yang baru dilahirkan
untuk tujuan adopsi yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan syari’ah dan
‘urf (norma-norma yang berlaku dalam masyarakat), kemudian bila ditinjau

ulang ternyata manusia-manusia tersebut berstatus al-kurriyah (merdeka).

Perbudakan manusia telah berjalan berabad-abad lamanya, tetapi para

ahli sejarah tidak dapat menentukan kapan permulaan perbudakan itu dimulai.
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Ibid., 11.
* Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7.



Sebagian ahli sejarah berpendapat, bahwa perbudakan itu dimulai bersamaan
dengan perkembangan manusia, karena sebagian manusia memerlukan bantuan
tenaga dari sebagian manusia lainnya. Karena sebagian manusia merasa
mempunyai kekuatan, maka lahirlah keinginan menguasai orang lain dan
terjadilah perbudakan manusia atas manusia dan perdagangan orang
(trafficking).” Dalam kasus perdagangan orang, ada dua jenis penggolongan
orang Yyaitu al-hurriyah (orang merdeka) dan ‘abd atau ‘amah (orang tidak

merdeka/budak).

Disebutkan dalam sebuah hadis qudsz Allah SWT mengancam keras
orang yang menjual manusia dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat.

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah yang menyatakan :
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Artinya: Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad
berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin
Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis
orang yag aku berperang melawan mereka pada hari giyamat, seseorang yang
bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang
merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang Yyang
memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya
namun tidak dibayar upahnya.

® Nova Farida, “Perdagangan Manusia Dalam Hukum HAM Dan Perspektif Islam”,
[http://novafarid.blogspot.com/2012/12/perdagangan-manusia-dalam-hukum-ham-dan.html|
diakses pada tanggal 24 bulan Desember tahun 2012.

® Software Kitab Hadis 9 Imam, Kitab Sahih Imam Al-Bukhari, CD Hadis No. 2109.



http://novafarid.blogspot.com/2012/12/perdagangan-manusia-dalam-hukum-ham-dan.html

Disebutkan juga dalam hadis Imam al-Bukhari yang menyatakan:
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik

dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin 'Abdurrahnman bin Al Harits bin Hisyam
dari Abu Mas'ud Al Anshariy radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu

‘alaihi wasallam telah melarang uang hasil jual beli anjing, mahar seorang
pezina dan upah bayaran dukun.’

Dalam masalah ini ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang
merdeka (bay’ al-hurr), dan setiap akad yang mengarah ke sana, maka akadnya
dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. Perbudakan, dalam arti zaman
jahiliyah, disepakati ulama untuk diharamkan. Hal ini tidak berarti perbudakan
kemudian lenyap. Perbudakan era jahiliyah kini menjelma dalam bentuk
perdagangan orang untuk kepentingan bisnis prostitusi yang dikelola sangat
rapi oleh jaringan mafia internasional. Sebagaimana perbudakan berbau seks
yang terjadi pada masa nabi dilarang, yang disebutkan dalam Q.S. An-Nar: 33

yang berbunyi:
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Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga

kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya,
dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah

7 Ibid., No. 2121.



kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan
pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang
dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak
wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini
kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan Barangsiapa
yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (An-
Nar:33)®

Dengan memperhatikan ayat tersebut, trafficking atau perdagangan
orang harus diharamkan, dan semua yang terlibat didalamnya berdosa.
Pengharaman trafficking tentu bukan tanpa alasan, akan tetapi pengharaman
saja belumlah cukup. Bagi pelaku yang melakukan trafficking juga harus diberi
sanksi yang dapat mencegah terulanginya perbuatan ini. Hukuman yang
diberikan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku,
sebab disamping dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena
merampas dan menodai hak-hak dasar manusia, juga mengancam dan merusak
tatanan nilai yang dibangun ajaran agama seperti keadilan, kesetaraan,
kemaslahatan. Nilai-nilai yang sangat penting dan menjadi dasar pijakan dalam
upaya membangun hubungan kemanusiaan yang ideal.

Di dalam figh jinayah, hukuman dapat dibagi menjadi beberapa
golongan menurut segi tinjauannya yaitu berdasarkan pertalian satu hukuman
dengan lainnya yang meliputi hukuman pokok (al-’ugibah al-asliyyah),
hukuman pengganti (al- ‘ugibah al-badaliyyah), hukuman tambahan (al-

‘uqubah al-tab iyyah) dan hukuman pelengkap (al-'ugubah al-takmiliyyah).

Hukuman berdasarkan tempat dilakukannya yaitu meliputi hukuman badan,

® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Juz 11-20, (Jakarta: Yayasan

Penyelenggara Penterjemahan, 1971), 549.



hukuman jiwa dan hukuman harta. Selain itu, terdapat juga hukuman
berdasarkan tindak pidana yang diancamkan meliputi hukuman hudid, qisas,
diyat dan 7a zir.” Sedangkan teori gabungan hukuman dalam figh jinayah yaitu
teori saling melengkapi (nazariyyah al-tadakhul) dan teori penyerapan
(nazariyyah al-jabb).*°

Dalam teori-teori ini yang akan digunakan penambahan 1/3 hukuman
adalah teori saling melengkapi (nazariyyah al-tadakhul). Teori saling
melengkapi (nazariyyah al-tadakhul) terjadi ketika terdapat gabungan
perbuatan yang hukumannya saling melengkapi. Sehingga semua perbuatan
hanya dijatuhi satu hukuman.*! Teori ini memiliki pertimbangan yaitu beberapa
perbuatan dianggap satu macam selama obyeknya adalah satu seperti dalam
tindak pidana dalam pasal 7 ayat (1), pelaku melakukan tindak pidana
trafficking sekaligus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.*?

Di dalam beberapa pengelompokan macam-macam hukuman tersebut,
terdapat beberapa sistem hukuman yang dapat dijadikan pijakan untuk
menganalisis penambahan 1/3 hukuman dalam pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang No 21 Tahun 2007 yaitu sistem hukuman pengganti dan pelengkap
(al-'ugubah al-badaliyyah al-takmiliyyah). Sebagai pisau analisis dalam
menggali hukum, maka trafficking dalam pasal 7 ayat (1) masuk dalam

kategori jarimah penganiayaan yang disengaja yang mengakibatkan cacat fisik,

® Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2006), 143-144.

* Ibid., 168.
" Ibid.
2 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 331.



cacat mental, hamil serta penyakit menular lainnya sehingga sistem
hukumannya dapat dikenakan qisas. Qisas artinya pembalasan, vyaitu
pembalasan setimpal terhadap orang yang melukai. Bagi pelaku dalam Pasal 7
ayat (1) berhak mendapat perlakuan seperti yang telah dilakukannya atas orang
lain. Apabila hukuman qisas (al- ‘ugibah al-asliyyah) tidak dapat dilaksanakan
karena alasan yang sah, maka dapat dikenakan hukuman diyat (denda) sebagai
pengganti hukuman qisas.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada 19 April 2007 yang
merupakan peraturan yang khusus yang mengatur tentang tindak pidana
perdagangan orang, sehingga dapat menjadi sarana bagi penegakan hukum,
khususnya terhadap penanganan perdagangan orang. Adapun perlindungan
korban belum mendapat perhatian, hal ini terlihat dari masih sedikitnya aturan
dalam peraturan perundang-undangan mengenai  hak-hak  korban.
Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika
dibandingkan dengan tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban.
Dalam beberapa kasus kejahatan, seringkali wujud perlindungan hukum yang
diberikan kepada korban termasuk korban perdagangan orang hanya terbatas
pada aspek materiil saja, yaitu diberi hak untuk menuntut ganti kerugian.
Harapannya setelah ganti kerugian diberikan penderitaan yang dihadapi korban
akan selesai. Padahal akibat yang diderita korban sangat kompleks, tidak hanya

kerugian materiil saja tetapi secara fisik dan psikis.*

 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan..., 19-20.



Meskipun sanksi pidana trafficking sangat jelas yaitu penjara 3-15

tahun dan denda Rp. 120 - 600 juta rupiah (Pasal 2-6), namun angka trafficking
tidak menunjukkan penurunan. Hal yang demikian ini, sangatlah
memprihatinkan. Di dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa:
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3,
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat,
gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya,
kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat
(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, danPasal 6.

Penambahan 1/3 hukuman terjadi dikarenakan adanya akibat yang
ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut. Contoh kasus di Tulungagung. Di
dalam putusan No. 518/ Pid.B/ 2009/ PN. Ta, Pengadilan Negeri Tulungagung
telah menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada terdakwa karena
terdakwa bukan hanya memperdagangkan dan menyetubuhi, tetapi juga
melakukan kekerasan fisik kepada korban. Sehingga terdakwa dikenakan
hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 dengan
ketentuan apabila tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan
selama 12 bulan.™*

Di dalam hukum pidana terdapat teori tentang hukuman yang meliputi
teori gabungan perbuatan dalam hukum positif yaitu teori berganda, teori
penyerapan dan teori campuran. Sedangkan teori gabungan perbuatan dalam

KUHP meliputi teori penyerapan biasa, teori penyerapan keras, teori berganda

yang dikurangi dan teori berganda biasa. Dalam hal gabungan atau

' Diambil dari putusan Mahkamah Agung RI No. 1699 K/Pid.Sus/2010.



perbarengan perbuatan (concursus realis) terdapat sistem hukuman yang
berkaitan dengan penambahan 1/3 hukuman yaitu salah satunya menggunakan
sistem absorpsi dipertajam (verscherpte absorptie stelsel) yang dipertajam.
Sistem ini ancaman hukumannya adalah dijatuhi satu pidana saja dan
maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang
diancamkan terhadap tindak pidana itu, namun masih harus ditambah 1/3 kali
maksimum hukuman terberat tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana
yang terberat.” Sistem hukuman juga telah disebutkan dalam Pasal 10 KUHP
yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari
pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan
meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan
pengumuman putusan hakim.®

Ada sebuah penambahan 1/3 hukuman dalam pasal 7 ayat (1) terkait
dengan masalah hukuman yang diberikan kepada pelaku trafficking. Adapun
permasalahan yang akan diangkat penulis dalam skripsi ini adalah bagaimana
Islam memandang konsep penambahan 1/3 hukuman dalam pasal 7 Undang-
Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang sebagai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana trafficking yang
mengakibatkan cacat fisik maupun gangguan mental. Sehingga penulis
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Figh Jinayah Terhadap
Penambahan 1/3 Hukuman dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.”

> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 137.
'* Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 6.
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah

yang muncul adalah :

a. Tindak pidana trafficking menurut figh jinayah

b. Unsur-unsur tindak pidana trafficking menurut figh jinayah

c. Sistem hukuman dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007

d. Penetapan pidana penambahan 1/3 hukuman perdagangan orang

dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007

e. Alasan penambahan 1/3 hukuman

f. Analisis figh jinayah terhadap penambahan 1/3 hukuman dalam

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007

g. Tanggung jawab pidana menurut figh jinayah

h. Pembuktian tindak pidana trafficking menurut hukum Undang-

Undang No. 21 Tahun 2007

2. Batasan Masalah
Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini,
maka hal ini sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai

berikut:
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a. Penetapan pidana penambahan 1/3 hukuman terhadap pelaku
perdagangan orang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 21

Tahun 2007

b. Analisis figh jinayah terhadap penambahan 1/3 hukuman bagi pelaku
tindak pidana trafficking dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.

21 Tahun 2007

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas,

maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penetapan pidana penambahan 1/3 hukuman bagi pelaku
perdagangan orang dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

2. Bagaimana analisis figh jinayah terhadap penambahan 1/3 hukuman dalam
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 bagi pelaku Tindak

Pidana Perdagangan Orang ?

D. Kajian Pustaka

Dari hasil telaah kajian pustakaan terhadap hasil penelitian
sebelumnnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang
sama yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Tetapi
penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sedikit memiliki

relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai berikut:
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1. Skripsi Lilik Puji Astutik mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam
Terhadap Putusan PN Jombang No. 56/Pid. B/ 2011/PN.Jmb tentang
Tindak Pidana Perdagangan Orang”. SKripsi ini merupakan karya tulis
yang cukup memberikan gambaran mengenai pertimbangan hakim
Pengadilan Negeri Jombang dalam menjatuhkan hukuman terhadap
terdakwa tindak pidana trafficking. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana
perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang maka ancaman
hukumannya dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan
pidana denda sebesar Rp. 120.000.000, dan apabila tidak membayar denda
diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Namun dalam figh jinayah
terdakwa dapat dijatuhkan hukuman ta’zir dimana hukuman tersebut
diserahkan kepada uli al-amri (hakim).'’

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis
lakukan terdapat pada ruang lingkup hukumannya. Dalam ruang
lingkupnya, Lilik Puji Astutik terfokus pada hukuman bagi terdakwa
terhadap putusan No. 56/Pid. B/ 2011/ PN.Jmb dalam Pasal 2 ayat (1) UU

No. 21 Tahun 2007 dan figh jinayah sedangkan penulis memfokuskan

Y Lilik Puji Astutik, “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan PN Jombang No.
56/Pid. B/ 2011/ PN. Jmb tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang” (Skripsi—UIN Sunan
Ampel, Surabaya, 2013), 6.
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analisis penambahan 1/3 hukuman dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 21
Tahun 2007 dengan figh jinayah.

2. Dalam Skripsi Muharis Rezza Sudrajat mahasiswa Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Analisis Figh
Jinayah Terhadap Putusan PN Surabaya No. 231/Pid. B/ 2010/PN. Sby
tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking In Person)”.
Skripsi ini memberikan informasi mengenai pertimbangan hakim
Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan hukuman terhadap
terdakwa tindak pidana perdagangan orang. Sesuai dengan ketentuan Pasal
17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang, bahwa apabila dilakukan terhadap anak-anak
maka ancaman hukumannya ditambah 1/3 dari ancaman semula. Sehingga
terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan pidana
denda sebesar Rp. 150.000.000. Namun dalam figh jinayah terdakwa dapat
dijatuhkan hukuman za zir yang diserahkan kepada uli al-amri (hakim).'®

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis
lakukan juga terdapat pada ruang lingkup hukumannya. Dalam ruang
lingkupnya, Muharis Rezza Sudrajat terfokus pada hukuman bagi
terdakwa terhadap putusan No. 231/Pid. B/ 2010/ PN.Sby dalam Pasal 17
UU No. 21 Tahun 2007 perihal perdagangan anak dengan ancaman

penambahan 1/3 hukuman dari ancaman semula. Sedangkan penulis

'® Muharis Rezza Sudrajat, “Analisis Figh Jinayah terhadap Putusan PN Surabaya No. 231/
Pid. B/ 2010/ PN. Sby tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking In Person)”
(Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014) , 5.



14

memfokuskan analisis penambahan 1/3 hukuman bagi terdakwa trafficking
yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular
lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau
hilangnya fungsi reproduksinya dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 21 Tahun

2007 dengan figh jinayah.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah antara lain:

1.

Untuk mengetahui bagaimana penetapan pidana penambahan 1/3 hukuman
bagi pelaku perdagangan orang dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menganalisis penambahan 1/3 hukuman dalam pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang No. 21 tahun 2007 bagi pelaku kejahatan perdagangan orang

menurut figh jinayah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini trdapat dua macam yaitu:

1.

Secara Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan
penelitian terhadap hukum dan trafficking, yang mampu memperkaya
khazanah ilmu hukum. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah untuk
memperluas cakupan tidak pidana atau jarimah dalam keilmuan hukum
pidana Islam atau mengembangkan sistem hukuman dalam Hukum Pidana

Islam.
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2. Secara Praktis
Riset ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan
hukuman yang sesuai bagi pelaku trafficking yang mengakibatkan cacat
fisik maupun gangguan kejiwaan terhadap korban trafficking dan
memberikan daya pencegahan trafficking.

G. Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang
judul dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa
unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya:

1. Figh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau
perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang
dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil
hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis."® Dalam penulisan
skripsi ini, figh jinayah diartikan hukum Islam yang memuat masalah-
masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman
yang diancamkan kepada pelaku perbuatan tersebut. Dalam istilah ini
berupa pendapat ulama tentang konsep al- ‘ugubah qisas dan diyat.

2. Penambahan 1/3 hukuman dalam Pasal 7 ayat (1) yang tercantum dalam
Undang-Undang trafficking adalah penambahan hukuman dari ancaman
pidana karena adanya akibat dari tindak pidana tersebut seperti korban
menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang
membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi

reproduksinya.

9 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.
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3. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian
tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti tindakan
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar
negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Dalam konteks ini meliputi trafficking terhadap anak dan perempuan yang
dijadikan pekerja seks.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif
dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa
data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah.
Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa
persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode:

1. Jenis penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library
research). Oleh karena itu, penelitian ini hanya berupaya melakukan
pengkajian ulang terhadap semua literatur yang terkait dalam masalah
trafficking.
2. Sumber data

a. Data primer
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Data primer adalah data yang langsung memberikan
informasi data kepada pengumpul data.?’ Dalam penelitian ini yang
dimaksud dengan data primer adalah:

- Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hasil dari data ini hanya sampai pada dataran data deskriptif.

. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung
memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya,
melalui orang lain atau dokumen.?* Dalam penelitian ini yang
dimaksud dengan data sekunder adalah:

- Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya

- Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid 3,
(Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007)

- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012)

- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia (
Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah

(Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

?® Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008),

225,
1 1bid.
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- Putusan Mahkamah Agung tentang pemberatan hukuman
trafficking dalam putusan No. 1699K/Pid.Sus/2010
c. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian
kepustakaan, maka untuk mendapatkan data penulis melakukan
pencarian dan mengumpulkan melalui perpustakaan untuk
mendapatkan buku maupun literatur yang relevan dengan pokok
bahasan.

d. Teknik analisis data

Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif
analitis yaitu metode penelitian dengan menyampaikan kembali
data yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya dianalisis data
tersebut secara logis dan sistematis untuk menguji tingkat akurasi
data yang sudah ada. Kemudian penelitian ini menggunakan nalar
pikir deduktif, yaitu pola pikir yang bertitik tolak dari yang bersifat
umum yang kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat
khusus. Sehingga kesimpulan nalar pikir deduktif adalah bertitik
tolak dari undang-undang dan teori hukuman yang kemudian
ditarik menuju bagian yang khusus yaitu penambahan hukuman
dengan 1/3 pemberatan dalam hukuman pokok trafficking.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, skripsi ini secara sistematis terbagi menjadi

lima bab:
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BAB | Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan
pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

BAB Il Berisi tentang konsep penambahan hukuman menurut figh jinayah.
Meliputi sistem hukuman dalam figh jinayah seperti pengertian hukuman,
tujuan hukuman, syarat-syarat hukuman dan macam-macam hukuman
seperti hukuman berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya,
hukuman berdasarkan tempat dilakukannya hukuman, hukuman
berdasarkan macamnya tindak pidana yang diancamkannya dan mengenai
gabungan hukuman dalam konsep figh jinayah.

BAB Ill Dalam bab ini berisi mengenai penambahan 1/3 hukuman
menurut hukum positif yang meliputi sistem hukuman dalam hukum
positif dan gabungan hukuman dalam konsep hukum positif yaitu bentuk-
bentuk gabungan (perbarengan) tindak pidana, teori gabungan perbuatan
dalam hukum positif, teori gabungan perbuatan dalam KUHP dan
penambahan 1/3 hukuman dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 21
Tahun 2007

BAB IV Berisi tentang analisis figh jinayah terhadap penambahan 1/3
hukuman dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2007
tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Meliputi analisis
terhadap penambahan 1/3 hukuman dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang No. 21 Tahun 2007 dan analisis terhadap penambahan 1/3
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hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut figh
jinayah.

BAB V Merupakan proses akhir dari semua bab sehingga dapat ditarik
kesimpulan mengenai hipotesa penulis yang berkaitan dengan penambahan
1/3 hukuman dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang no. 21 tahun 2007
tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (trafficking), dan

dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.



